Menimbang

KETUA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

NOMOR : 44/KPN.W16.U1/SK/HK.1.2.5/VIII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (Z1)

DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,

a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona

Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya,
diperlukan dukungan dari seluruh unit kerja di
Lingkungan peradilan untuk mewujudkan wilayah Bebas
Korupsi serta wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

. Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Tim Pembangunan Zona Integritas pada Lingkungan
Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2023, sesuai Surat
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015
Tentang Penunjukan Pengadilan sebagai Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM);

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu

ditetapkan  Keputusan ketua Pengadilan  Negeri

y



Palangkaraya tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

S. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2012;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang
Pedoman dan Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

10.Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
194A/KMA/XI/2014 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS (ZI) DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA; y



KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Intergritas pada
Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagaimana tercantum
dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas adalah :

a. Memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk
mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
Pengadilan Negeri Palangkaraya;

b. Membangun Koordinasi dan Fasilitasi monitoring, evaluasi
dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat
Pembangaunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Negeri
Palangkaraya;

c. Melaporkan hasil pelaksanaaan kegiatan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Palangkaraya;

KETIGA :  Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor
041/KPN/OT.01.3/SK/4/2022, tanggal 12 April 2022
tentang Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas (Z1)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

FHENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;

. Yth.Sekretaris Mahkamah Agung RI;

- Yth.Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

. Yth.Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

. Yth.Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

- Yth.Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pengadilan Negeri Palangkaraya

. Yth.Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Palangkaraya/RB/ZI : Manajemen
Perubahan,Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,Penguatan

Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik.

8. Arsip
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA

NOMOR  : 44 /KPN/OT.00/SK/VIII/2023
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Pembina

Ketua

Koordinator Teknikal
Koordinator Operasional

: AGUNG SULISTIYONO, S.H., S.Sos., M.Hum.
: ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H

: JON MAKMUR SARAGIH, S.H.,M.H

: Hj. SRI WIDARTI, S.Sos., S.H.

1.Koordinator Area Manajemen Perubahan : HERU SETIYADI, S.H,.M.H

Anggota Area Manajemen Perubahan

HOTMA EDISON P. SIPAHUTAR, S.H., M.H

: 1. AMRAN HALIM Z. PASARIBU, S.H.,M.H

2. RAHMAWATI FITRI, S.H
3. IKA MELINDA MELIALA, S.H.
4. NANDA MARIO FERNANDUS, A., Md

2.Koordinator Area Penataan Tata Laksana: SYAMSUNI, S.H., M.Kn

ERHAMMUDIN, S.H., M.H

Anggota Area Penataan Tata Laksana: 1. EDI ZARQONI, S.H

3.Koordinator Area Penataan Sistem
Manajemen SDM
Anggota Area Penataan Sistem
Manajemen SDM

2. GUSTI NORLIANI

3. TATY, S.H.

4. JUMIATI, S.H.

5. IKA MURTIANINGSIH, S.H.

6. IRMAYANI ROULINA SIMANJORANG, A.,Md
BENHARD MANGASI L. TORUAN, S.H. M.H
ERNI KUSUMAWATI, S.H., M.H

: 1. RUSSIANNA, SH.

2. SARI RAMADHANIATI, S.H.

3. LIANOVA, S.H.

4. SALUNDIK, S.H.

5. PUTRI PRAYANA TARIGAN, A., Md.

4.Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

: IRFANUL HAKIM, S.H., M.H.
SUMARYONO, S.H., M.H.

Anggota Area Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

: 1. I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H.
2. MARLIYANI, S.E
3. MEWIKRISTYA, S.Kom.
4. MANDES, S.Kom.
S. AINUN ZARYAH, S.E.
6. LAILA HAYATI, A., Md



5.Koordinator Area Penguatan Pengawasan : BOXGIE AGUS SANTOSO, S.H., M.H.
Anggota Area Penguatan Pengawasan 1. MUJI KARTIKA RAHAYU, S.H., M.H.
2. JON MAKMUR SARAGIH, S.H.,M.H
3. KUMAT TIRTA SASMITA, S.H
4. M SUHRI BURHAN, S.H., M.H
5. EFRAIM, S.H
6. KRISTINA MELATI PASARIBU, S.H

6.Koordinator Area Penguatan Kualitas

Pelayanan Publik : YUDI EKA PUTERA, S.H., M.H.
Drs. NUR INSAN, S.H
Anggota Area Penguatan Kualitas
Pelayanan Publik : 1. DARJONO ABADI, S.H. M.J
2. JURMANI, S.H.
3. GUSTI NORLIANI
4. NOVA IRAINI, S.E., M.Si.
5. SOPYANI DEVI, S.H
6. ABDUL KAHAR MASHURI

Palangka Raya
15 Agustus 2023

EGERI PALANGKARAYA



